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TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
33/0T.01/ORG tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah.

Mengingat . 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2019 Nomor 2).

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 33/0T.01/ORG tentang
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung,
telah dilaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berupa matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah.

Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 NoUevater Jo21

(- ~“KETUA DPRD
/. \KABUPATEN BANDUNG

W,
& 4
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LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR

18830 [kep. piw -4 ( 2o2)

TANGGAL : 16 Moo 702
TENTANG : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

NO

RAPERDA KET
SEMULA HARMONISASI
Pasal I Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah | tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah | Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas | dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun | Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 15), diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai | 2018 Nomor 15), diubah untuk kedua kalinya, sehingga berbunyi sebagai
berikut: berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 Pasal 4
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah; a. Sekretariat Daerah, tipe A; Ditambahkan Tipe
b.  Sekretariat DPRD; b.  Sekretariat DPRD, tipe A; Ditambahkan Tipe
c. Inspektorat Daerah; c. Inspektorat Daerah, tipe A; Ditambahkan Tipe
d. Dinas, terdiri atas: d. Dinas tipe A, terdiri atas: Ditambahkan Tipe

1. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal;

2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan
pemerintahan bidang pertanahan;

5. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
bidang sosial;

1. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal;

2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
menyelenggarakan ~ urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan kawasan permukiman dan urusan
pemerintahan bidang pertanahan;

5. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
bidang sosial;




menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

6. Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan 6. Dinas Ketenagakerjaan, menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan  bidang tenaga kerja dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi; pemerintahan bidang transmigrasi;

7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak; dan perlindungan anak;

8. Dinas  Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan 8. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup; pemerintahan bidang lingkungan hidup;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9. Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil,
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang menyelenggarakan ~ urusan  pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

10. Dinas  Pemberdayaan = Masyarakat dan  Desa, 10. Dinas  Pemberdayaan = Masyarakat dan  Desa,
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa; pemberdayaan masyarakat dan desa;

11. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan  urusan 11. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan; pemerintahan bidang perhubungan;

12. Dinas  Komunikasi, Informatika, dan Statistik, 12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan | Ditambah
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang Persandian, menyelenggarakan urusan pemerintahan | nomenklatur urusan
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan | persandian
statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang

persandian;

13. Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu
untuk perizinan meliputi izin dan non izin; untuk perizinan meliputi izin dan non izin;

14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan 15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan | Perubahan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan | Nomenklatur
pemerintahan  bidang  perdagangan  serta  urusan pemerintahan  bidang  perindustrian  serta  urusan
pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

16. Dinas  Pertanian, menyelenggarakan urusan 16. Dinas Pertanian, -.:o:«o_gmms_ng urusan
pemerintahan bidang pertanian; pemerintahan bidang pertanian;

17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,




18.

19.

20.

21.

22.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan
urusan  pemerintahan bidang pariwisata dan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi,
usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro;

Dinas Arsip dan Perpustakaan, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan
bidang perpustakaan.

Dinas Pemadam Kebakaran
menyelenggarakan ~ Urusan ~ Pemerintahan  bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat sub urusan kebakaran; dan

Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum.

dan  Penyelamatan,

Badan Daerah, terdiri atas:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan daerah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi
penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi
keuangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan  bidang  kepegawaian, pendidikan, dan
pelatihan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan
urusan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman,  ketertiban umum, dan  pelindungan
masyarakat sub urusan bencana.

Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Urusan Pemerintahan di

bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit

18. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum.

Dinas tipe B, terdiri atas:

1.

2;

3.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi,
usaha kecil, dan menengah, urusan usaha mikro;

Dinas Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan
bidang kearsipan.

Dinas tipe C, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman,

ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan
kebakaran

Badan Daerah Tipe A, terdiri atas:

1.

3,

4.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan daerah;

Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan
fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik
daerah;

Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi
keuangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

Badan Daerah Tipe B, terdiri atas:

1.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan
urusan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman,  ketertiban umum, dan  pelindungan

masyarakat sub urusan bencana.

Perubahan
Nomenklatur

Perubahan
Nomenklatur




organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara
profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri
atas:

1. RSUD Laswi;

2. RSUD Otto Iskandar Dinata;

3. RSUD Raden Dewi Sartika.

Kecamatan, terdiri atas:

1. Kecamatan Arjasari;

2. Kecamatan Baleendah

3. Kecamatan Banjaran;

4. Kecamatan Bojongsoang;

5. Kecamatan Cangkuang;

6. Kecamatan Cicalengka;

7. Kecamatan Cikancung;

8. Kecamatan Cilengkrang;

9. Kecamatan Cileunyi;

10. Kecamatan Cimaung;

11. Kecamatan Cimenyan;

12. Kecamatan Ciparay;

13. Kecamatan Ciwidey:

14. Kecamatan Dayeuhkolot;

15. Kecamatan Ibun;

16. Kecamatan Katapang;

17. Kecamatan Kertasari;

18. Kecamatan Kutawaringin;

19. Kecamatan Majalaya;

20. Kecamatan Margaasih;

21. Kecamatan Margahayu;

22. Kecamatan Nagreg;

23. Kecamatan Pacet;

24. Kecamatan Pameungpeuk;
25. Kecamatan Pangalengan;

26. Kecamatan Paseh;

27. Kecamatan Pasirjambu;

28. Kecamatan Rancabali;

29. Kecamatan Rancaekek;

30. Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. Kecamatan Soreang.

Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Urusan Pemerintahan di
bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit
organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara
profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;

Kecamatan Tipe A, terdiri atas:

1. Kecamatan Arjasari;

2. Kecamatan Baleendah

3. Kecamatan Banjaran;

4. Kecamatan Bojongsoang;

5. Kecamatan Cangkuang;

6. Kecamatan Cicalengka;

7. Kecamatan Cikancung;

8. Kecamatan Cilengkrang;

9. Kecamatan Cileunyi;

10. Kecamatan Cimaung;

11. Kecamatan Cimenyan;

12. Kecamatan Ciparay;

13. Kecamatan Ciwidey;

14. Kecamatan Dayeuhkolot;

15. Kecamatan Ibun;

16. Kecamatan Katapang;

17. Kecamatan Kertasari;

18. Kecamatan Kutawaringin;
19. Kecamatan Majalaya;

20. Kecamatan Margaasih;

21. Kecamatan Margahayu;

22. Kecamatan Nagreg;

23. Kecamatan Pacet;

24. Kecamatan Pameungpeuk;
25. Kecamatan Pangalengan;

26. Kecamatan Paseh;

27. Kecamatan Pasirjambu;

28. Kecamatan Rancabali;

29. Kecamatan Rancaekek;

30. Kecamatan Solokanjeruk; dan
31. Kecamatan Soreang.

Nama RSUD diatur
dengan Peraturan
Bupati




etk ol

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tipe/Kelas, Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi dan tata
kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

2

Pasal 11 dihapus
Pasal 15 dihapus.
Pasal 16 dihapus.
Pasal 17 dihapus.
Pasal 18 dihapus.

Pasal Il

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015
Nomor 1),

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor
25);

N Ovith

—

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai

dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 dihapus.

Pasal 15 dihapus.

Pasal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah Unit

Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i,

menggunakan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan;

Penggunaan nama Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku sampai dengan perizinan rumah sakit selesai;

Nama dan bentuk unit organisasi bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015
Nomor 1);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun




W

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor
6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung.

2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor
25);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010

tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor
6).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung.
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